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PENGANTAR REDAKSI

Pada penghujung tahun 2018 ini, Jurnal IImiah Negara Hukum kembali terbit bagi pemerhati
hukum dan para pembaca setia. Berbagai perkembangan hukum serta kehidupan bernegara dan
bermasyarakat menjadi inspirasi bagi para penulis, yang menuangkan ide dan gagasannya dalam
bentuk tulisan, baik yang berasal dari hasil penelitian maupun kajian terhadap berbagai masalah
hukum, dengan tujuan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Sebagai jurnal di lingkungan lembaga perwakilan, Jurnal Negara Hukum diupayakan dapat
menghadirkan artikel untuk menjembatani kebutuhan DPR RI dalam melaksanakan fungsinya,
baik fungsi legislasi, anggaran, maupun pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Jurnal
Negara Hukum Edisi November 2018 ini memuat hasil kajian literatur dan penelitian empiris,
meliputi hukum tata negara/administrasi negara, hukum pidana, hukum ekonomi, dan hak asasi
manusia.

Publikasi tulisan yang dimuat dalam Jurnal Negara Hukum dilakukan setelah melalui proses
koreksi dan seleksi dari Mitra Bestari dan Dewan Redaksi, serta diputuskan dalam Rapat Dewan
Redaksi. Pada terbitan kali ini Jurnal Negara Hukum memuat 7 (tujuh) tulisan.

Tulisan pertama mengenai Redesain Mekanisme Konstitusional Pembubaran Partai Politik:
Kajian Perbandingan Indonesia dan Jerman merupakan karya Oly Viana Agustine. Dalam tulisan
ini dikemukakan bahwa pembubaran partai politik merupakan kewenangan yang dimonopoli,
baik oleh Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia maupun MK Federal Jerman. Pembubaran
partai politik berbeda dengan pembubaran organisasi lain, dikarenakan partai politik memiliki
peran yang penting dalam penentuan kebijakan pemerintah yang pembatasannya perlu diatur
khusus dalam konstitusi. MK Federal Jerman hingga saat ini telah menerima sembilan kali
permohonan pembubaran partai politik dengan lima putusan yakni dua permohonan pembubaran
dikabulkan dan tiga permohonan pembubaran partai politik ditolak. Sedangkan MK Indonesia
sejak berdiri belum pernah memeriksa pembubaran partai politik. Dengan demikian, menjadi hal
penting dan menarik untuk menganalisa mekanisme pembubaran partai politik di Jerman agar
dapat ditemukan mekanisme yang tepat dalam pembubaran partai politik di Indonesia. Metode
penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi
kasus dan perbandingan. Pada bagian kesimpulan, penulis mengemukakan bahwa pembubaran
partai politik merupakan pembatasan hak berserikat dan berkumpul yang disahkan oleh konstitusi.
MK Jerman telah melaksanakan pembubaran partai politik secara proporsional dengan memeriksa
dan memutus pembubaran partai politik tidak hanya secara teks tetapi juga konteksnya yang
memenuhi kriteria “clear and present danger” terhadap kedaulatan Pemerintah Federal Jerman dan
tatanan demokrasi yang bebas. Oleh karena itu, menurut Penulis, perlu dilakukan desain ulang
mekanisme pembubaran partai politik di Indonesia dengan kajian sosiologis dan psikologis secara
empiris agar memenuhi kriteria “clear and present danger”.

Tulisan kedua berjudul “Esensi dan Sinkronisasi Pengaturan Mengenai Persetujuan Presiden
dalam Proses Pidana Anggota DPR, Hakim Agung, Hakim Konstitusi, dan Anggota BPK”, ditulis
oleh Novianto Murti Hantoro. Penulis mengemukakan bahwa Undang-undang yang mengatur
Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK), mensyaratkan perlunya persetujuan presiden dalam proses pidana terhadap
pejabat negara yang berada di lembaga tersebut. Namun, sorotan masyarakat lebih sering ditujukan
kepada politisi. Hal ini terlihat dari permohonan uji materi yang diajukan, padahal ketentuan
tersebut juga berlaku untuk hakim agung, hakim konstitusi, dan anggota BPK. Permasalahan
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yang dikaji dalam tulisan ini adalah apa esensi persetujuan presiden dalam proses pidana anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, hakim agung, hakim konstitusi, dan anggota BPK, serta bagaimana
sinkronisasi pengaturan tersebut. Esensi persetujuan presiden dikaji berdasarkan pendapat MK
yang tertuang dalam pertimbangan putusannya, sejarah pengaturan dalam undang-undang, dan
rujukan norma tersebut di dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Sinkronisasi pengaturan dilihat berdasarkan peristilahan, tindak pidana yang dikecualikan,
dan pelaku penegakan hukum pidana. Berdasarkan hasil kajian, Penulis mengungkapkan sulit
mendapatkan kepastian esensi dari persetujuan presiden, kecuali dalam konteks untuk menjaga
keberlangsungan roda pemerintahan yang itu pun tidak tepat apabila kemudian dilakukan
dengan memberikan kewenangan kepada presiden untuk memberikan persetujuan dalam proses
pidana. Hasil kajian juga menemukan adanya 6 (enam) ketidaksinkronan pengaturan mengenai
persetujuan presiden tersebut. Berdasarkan hasil kajian tersebut direkomendasikan 3 (tiga)
opsi, yaitu menghapus ketentuan persetujuan presiden tersebut dan mengkaji kemungkinan
pembentukan forum previligiatum; mengatur dalam undang-undang tersendiri, atau dimasukkan
sebagai bagian dari undang-undang hukum acara pidana.

Tulisan berikutnya, tulisan ketiga mengenai The Legislative Role in The Budgeting Process
in Indonesia oleh Mei Susanto. Penulis mengungkapkan bahwa saat ini, hampir di seluruh sistem
ketatanegaraan di berbagai negara, secara umum disepakati bahwa lembaga eksekutif memiliki
peran fundamental dalam menyusun draf anggaran negara untuk kemudian dipresentasikan kepada
lembaga legislatif. Lembaga legislatif kemudian memiliki hak untuk membahas, memperdebatkan,
dan dalam beberapa kasus melakukan perubahan, untuk kemudian memberikan persetujuan atau
penolakan terhadap proposal anggaran dari lembaga eksekutif. Hak lembaga legislatif tersebut,
dalam praktiknya akan berbeda-beda. Secara umum terdapat tiga bentuk hak lembaga legislatif
di antaranya: budget making, legislatif memiliki kapasitas untuk menerima atau menolak proposal
anggaran dari eksekutif serta memiliki kemampuan memformulasikan anggaran secara sendiri;
budget influencing, legislatif memiliki kapasitas menerima atau menolak proposal anggaran dari
eksekutif namun lemah dalam memformulasikan anggaran secara sendiri; dan budget approving,
legislatif tidak memiliki kapasitas menerima atau menolak proposal anggaran dari eksekutif
termasuk memformulasikan anggaran secara sendiri. Artikel ini membahas peran lembaga
legislatif Indonesia yaitu DPR dan DPD dalam proses penganggaran. DPR memiliki peran
kuat yakni membahas, mengubah, dan menerima atau menolak namun lemah dalam kapasitas
menyusun anggarannya sendiri sehingga disebut budget influencing, dibandingkan DPD yang hanya
memberikan pertimbangan sehingga disebut budget approving. Artikel ini menyarankan agar ada
reposisi peran DPR dan DPD yang lebih kuat dan berimbang, sehingga akan dapat menciptakan
pengawasan ganda, revisi penganggaran yang diperlukan, penundaan anggaran yang memiliki
kepentingan konstitusi, debat publik, dan menghasilkan anggaran yang berpihak pada rakyat.
Selain itu, diperlukan penguatan kapasitas dan sumber daya pendukung bagi DPR dan DPD agar
dapat setara dengan eksekutif dalam pembahasan anggaran sehingga mampu menjadi lembaga
legislatif pembentuk anggaran (budget making).

Tulisan keempat mengenai hukum pidana, berjudul “Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan
dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Pidana dari Perspektif Moral” oleh Lidya
Suryani Widayati. Penulis mengemukakan bahwa selain memuat kembali pasal-pasal tindak
pidana kesusilaan, baik yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
maupun dari beberapa Undang-Undang (UU) lainnya, Pembentuk Rancangan Undang-Undang
tentang Hukum Pidana (RUU HP) juga menentukan kriminalisasi terhadap beberapa perbuatan
yang dinilai melanggar kesusilaan. Dalam RUU HP, beberapa perbuatan yang dikriminalisasi
tersebut karena dinilai melanggar kesusilaan, antara lain yaitu: inses, perluasan pelaku perzinaan,
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perluasan pelaku homoseksual, kumpul kebo, dan sodomi. Baik mengenai pasal-pasal kesusilaan
yang direvisi maupun pasal-pasal kesusilaan yang baru telah menimbulkan pro dan kontra di
masyarakat. Tulisan ini mengkaji kriminalisasi perbuatan asusila dalam RUU HP dari perspektif
teori moral. Berdasarkan pada teori moral, kebijakan kriminalisasi terhadap beberapa perbuatan
yang dinilai melanggar kesusilaan dalam RUU HP memenubhi kriteria kriminalisasi, yaitu perbuatan
tersebut amoral dan berbahaya bagi individu dan masyarakat. Selain itu, kriminalisasi perbuatan
yang dinilai melanggar kesusilaan juga karena bertentangan dengan norma budaya dan agama
sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun demikian, dalam kriminalisasi, Pembentuk UU
(DPR dan Pemerintah) juga harus memperhitungkan hal-hal terkait dengan masalah pembuktian
dan penegakan hukumnya agar tidak melanggar hak privasi seseorang. Selain itu, Pembentuk
UU juga harus mempertimbangkan bagaimana ketentuan-ketentuan dalam RUU HP sebagai
kodifikasi hukum dapat mengedepankan prinsip unifikasi sehingga dapat diterima dan diterapkan
di masyarakat.

Berkaitan dengan hukum pidana juga, tulisan kelima mengenai Konsep dan Pembaruan
Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia oleh Prianter Jaya Hairi. Penulis mengatakan
bahwa pengaturan hukum mengenai pemberatan hukuman karena pengulangan tindak pidana
(residivisme) yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) selama ini
dipandang cukup rumit untuk diterapkan. RUU Hukum Pidana (RUU HP) membawa perubahan
terhadap konsep residivisme. Artikel ini mengkaji bagaimana konsep residivisme dalam doktrin,
dalam pengaturannya saat ini, dalam draft RUU HP, serta mengkaji implikasi perubahan konsep
tersebut bagi penegakan hukum pidana secara umum. Dalam pembahasan diketahui bahwa
KUHP yang selama ini berlaku, menerapkan sistem residivis khusus dengan sistem antara, akan
diubah menjadi sistem “Algemene Recidive” atau recidive umum, yang artinya sudah tidak lagi
membedakan jenis tindak pidana atau kelompok jenis tindak pidana yang diulangi. RUU HP di
antaranya mengatur bahwa jangka waktu seseorang dikenakan pemberatan akibat recidive ialah “5
(lima) tahun” setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan atau pidana
pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan, atau pada waktu melakukan tindak pidana, kewajiban
menjalani pidana pokok yang dijatuhkan terdahulu belum kedaluwarsa (masih menjalani pidana).
Beberapa implikasi dari perubahan tersebut antara lain bahwa konsep recidivis dalam draft RUU
HP relatif lebih simpel dibandingkan dengan yang diatur dalam KUHP. Oleh sebab itu, konsep
tersebut akan lebih memudahkan penegak hukum dalam penerapannya. Penerapan konsep
residivis perlu diikuti dengan perubahan instrumen hukum acara pidana (RUU KUHAP) serta
peraturan lain terkait prosedur teknis di masing-masing lembaga penegak hukum. Perubahan
sistem residivis juga perlu diikuti dengan upaya pembenahan terhadap sistem pembinaan lembaga
pemasyarakatan, agar tingkat residivisme tidak semakin tinggi.

Tulisan keenam mengenai Kedudukan Sita Umum Terhadap Sita Lainnya dalam Proses
Kepailitan oleh Luthvi Febryka Nola. Penulis mengatakan bahwa Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2)
UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU
Kepailitan), mengatur segala sita yang telah ditetapkan atas harta kekayaan debitor menjadi hapus
semenjak putusan pailit diucapkan dan semenjak itu satu-satunya yang berlaku adalah sita umum.
Akan tetapi pada praktiknya berbagai sita tetap ditetapkan atas harta pailit mulai dari sita perdata,
pidana, dan pajak. Tulisan ini membahas tentang bentuk-bentuk sita dalam proses kepailitan,
kedudukan sita umum terhadap sita lainnya dalam kepailitan dan dampak dari kedudukan
sita umum terhadap pembayaran utang kepada para kreditor. Adapun metode penelitian
yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data-data sekunder
yang dikumpulkan melalui kegiatan studi perpustakaan maupun studi dokumen. Penulisan ini
menemukan bahwa adanya aturan dalam UU lain seperti Pasal 39 ayat (2) KUHAP dan Pasal 6
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ayat (1) UU No. 19 Tahun 2000 telah mengesampingkan kedudukan sita umum. Ahli masing-
masing bidang ilmu juga memiliki pandangan yang berbeda terkait kedudukan sita umum. Kondisi
ini berdampak pada munculnya pergesekan antara penegak hukum, inkonsistensi putusan hakim,
lamanya proses kepailitan, terjadi ketidakadilan, ketidakjelasan data harta pailit, berkurang bahkan
hilangnya harta pailit. Oleh sebab itu, pemahaman penegak hukum tentang asas hukum terutama
asas lex specialis derogate legi generalis perlu ditingkatkan. Penggunaan lembaga sita jaminan dalam
proses kepailitan harus disosialisasikan untuk memaksimalkan penguasaan terhadap harta pailit.
Agar proses kepailitan tidak berlarut-larut UU Kepailitan harusnya membatasi jangka waktu
penyelesaian aset kepada kurator.

Tulisan terakhir atau ketujuh pada edisi ini berjudul “The Right to Work in Article 27 of the
UN Convention on the Rights of Person with Disabilitie: Towards an Inclusive Employment”
oleh Yeni Rosdianti. Penulis menguraikan bahwa “Bekerja” memegang peranan penting dalam
kehidupan umat manusia, tidak hanya dalam arti ekonomi namun juga bermakna pemuliaan
martabat manusia. Selain dapat menjamin penghidupan, bekerja juga merupakan alat pencapaian
inklusi dan partisipasi setara dalam relasi sosial. Martabat manusia menjadi landasan prinsip
kesetaraan untuk membentuk masyarakat inklusif dimana kelompok rentan secara penuh dihormati
hak-haknya hingga dapat berpartisipasi secara maksimal di tengah-tengah masyarakat. Hak Asasi
Manusia (HAM) memegang peranan penting dalam hal ini, khususnya terkait dengan pemajuan
hak-hak penyandang disabilitas dalam kerangka prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi.
Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang
telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2011, meletakkan dasar yang kokoh
bagi perlindungan hak-hak penyandang disabilitas dalam penerapan kaidah-kaidah dasar HAM.
Konvensi ini dianggap sebagai model disabilitas terkini yang mengacu pada pendekatan HAM.
Terkait dengan hak atas pekerjaan khususnya untuk penyandang disabilitas, Pasal 27 CRPD
meletakkannya dalam rangka mencapai dunia kerja yang inklusif dan setara. Untuk itu, CRPD
mendorong langkah-langkah positif (positive measures) sebagai sarana menyingkirkan hambatan
struktural yang dihadapi oleh penyandang disabilitas selama ini.

Hasil penelitian dan pemikiran yang dimuat dalam Jurnal Negara Hukum ini diharapkan
dapat memperluas wawasan dan pengetahuan pembaca serta menjadi referensi, baik untuk bahan
penelitian lanjutan atau membuat kajian yang lebih mendalam, maupun perumusan kebijakan atau
norma hukum. Dunia hukum selalu berkembang mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat
yang dinamis, sehingga terbuka kemungkinan munculnya permasalahan hukum baru yang perlu
diselesaikan, dengan melakukan pengkajian dan penelitian, yang dituangkan dalam suatu tulisan.
Selamat membaca.

Jakarta, November 2018

Redaksi
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Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh difotokopi

Redesain Mekanisme Konstitusional Pembubaran Partai Politik:
Kajian Perbandingan Indonesia dan Jerman

Oly Viana Agustine
Abstrak

Pembubaran partai politik merupakan kewenangan yang dimonopoli, baik oleh Mahkamah Konstitusi
Indonesia maupun Mahkamah Konstitusi Federal Jerman. Pembubaran partai politik berbeda dengan
pembubaran organisasi lain, dikarenakan partai politik memiliki peran yang penting dalam penentuan
kebijakan pemerintah yang pembatasannya perlu diatur khusus dalam konstitusi. Mahkamah Konstitusi
Federal Jerman hingga saat ini telah menerima sembilan kali permohonan pembubaran partai politik
dengan lima putusan yakni dua permohonan pembubaran dikabulkan dan tiga permohonan pembubaran
partai politik ditolak. Sedangkan Mahkamah Konstitusi Indonesia sejak berdiri belum pernah memeriksa
pembubaran partai politik. Dengan demikian, menjadi hal penting dan menarik untuk menganalisa
mekanisme pembubaran partai politik di Jerman agar dapat ditemukan mekanisme yang tepat dalam
pembubaran partai politik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif
dengan pendekatan studi kasus dan perbandingan. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini
adalah pembubaran partai politik merupakan pembatasan hak berserikat dan berkumpul yang disahkan
oleh konstitusi. Mahkamah Konstitusi Jerman telah melaksanakan pembubaran partai politik secara
proporsional dengan memeriksa dan memutus pembubaran partai politik tidak hanya secara teks tetapi
juga konteksnya yang memenuhi kriteria “clear and present danger” terhadap kedaulatan Pemerintah
Federal Jerman dan tatanan demokrasi yang bebas. Oleh karena itu, perlu dilakukan desain ulang
mekanisme pembubaran partai politik di Indonesia dengan kajian sosiologis dan psikologis secara empiris
agar memenuhi kriteria “clear and present danger”.

Kata kunci: Jerman, Mahkamah Konstitusi, partai politik, pembubaran, perbandingan
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Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh difotokopi

Esensi dan Sinkronisasi Pengaturan Mengenai
Persetujuan Presiden dalam Proses Pidana Anggota DPR, Hakim Agung,
Hakim Konstitusi, dan Anggota BPK

Novianto M. Hantoro

Abstrak

Undang-undang yang mengatur Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi,
dan Badan Pemeriksa Keuangan, masing-masing mensyaratkan perlunya persetujuan presiden dalam
proses pidana terhadap pejabat negara yang berada di lembaga tersebut. Sorotan masyarakat lebih sering
ditujukan kepada politisi. Hal ini terlihat dari permohonan uji materi yang diajukan, padahal ketentuan
tersebut juga berlaku untuk hakim agung, hakim konstitusi, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
Permasalahan yang ingin dikaji dalam tulisan ini adalah apa esensi persetujuan presiden dalam proses
pidana anggota Dewan Perwakilan Rakyat, hakim agung, hakim konstitusi, dan anggota Badan
Pemeriksa Keuangan, serta bagaimana sinkronisasi pengaturan tersebut. Esensi persetujuan presiden
dikaji berdasarkan pendapat Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam pertimbangan putusannya,
sejarah pengaturan dalam undang-undang, dan rujukan norma tersebut di Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Sinkronisasi pengaturan dilihat berdasarkan peristilahan, tindak pidana
yang dikecualikan, dan pelaku penegakan hukum pidana. Berdasarkan hasil kajian, sulit mendapatkan
kepastian esensi dari persetujuan presiden, kecuali dalam konteks untuk menjaga keberlangsungan roda
pemerintahan yang itu pun tidak tepat apabila kemudian dilakukan dengan memberikan kewenangan
kepada presiden untuk memberikan persetujuan dalam proses pidana. Hasil kajian juga menemukan
adanya 6 (enam) ketidaksinkronan pengaturan mengenai persetujuan presiden tersebut. Berdasarkan
hasil kajian tersebut direkomendasikan 3 (tiga) opsi, yaitu menghapus ketentuan persetujuan presiden
tersebut dan mengkaji kemungkinan pembentukan forum previligiatum; mengatur dalam undang-undang
tersendiri, atau dimasukkan sebagai bagian dari undang-undang hukum acara pidana.

Kata kunci: sinkronisasi, pejabat, persetujuan presiden, proses pidana
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Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh difotokopi

The Legislative Role in The Budgeting Process in Indonesia

Mei Susanto

Abstrak

In the budgeting process, generally accepted the executive has a role in drafting the state budget and
then presenting it to the legislature. The legislative bodies have the right to discuss, debate, and even
in some cases make amend, then give approval or rejection of the executive's state budget proposal.
The right of the legislative bodies in practice will different, there are three forms: budget making,
capacity to amend or reject the executive’s budget proposal and capacity to formulate a budget of its
own; budget influencing, capacity to amend or reject the executive's budget proposal, but lacks the
capacity to formulate and substitute budget of its own; budget approving, lacks the capacity to amend
or reject the executive's budget proposal or to formulate a budget of its own. This article discusses
the role of Indonesian legislative bodies namely the House of Representatives (DPR) and the Regional
Representative Council (DPD) in the budgeting process. DPR has a strong role in discussing, amend
and accepting or rejecting but weak in the capacity to arrange its own budget so-called budget influence,
compared DPD which only gives a consideration so-called budget approving. This article suggests a
strong and balanced repositioning of the DPR and DPD roles, thereby creating double checks, budget
revisions, delays in constitutional important, public debate and resulting in a favorable budget for the
people. In addition, it is necessary to strengthen the capacity and supporting resources for the DPR and
DPD in order to be equivalent to the executive in budget discussions so as to become the legislative
budget making.

keywords: budgeting, house of representatives, regional representative council, Indonesia,
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Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan dalam Rancangan Undang-Undang
tentang Hukum Pidana dari Perspektif Moral

Lidya Suryani Widayati
Abstrak

Selain memuat kembali pasal-pasal tindak pidana kesusilaan baik yang bersumber dari Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dari beberapa Undang-Undang (UU) lainnya, Pembentuk
Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Pidana (RUU HP) juga menentukan kriminalisasi
terhadap beberapa perbuatan yang dinilai melanggar kesusilaan. Dalam RUU HP, beberapa perbuatan
dikriminalisasi karena dinilai melanggar kesusilaan, antara lain yaitu: inses, perluasan pelaku perzinaan,
perluasan pelaku homoseksual, kumpul kebo, dan sodomi. Baik mengenai pasal-pasal kesusilaan yang
direvisi maupun pasal-pasal kesusilaan yang baru telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kriminalisasi perbuatan asusila dalam RUU HP dari perspektif
teori moral. Berdasarkan pada teori moral maka kebijakan kriminalisasi terhadap beberapa perbuatan
yang dinilai melanggar kesusilaan dalam RUU HP memenuhi kriteria kriminalisasi, yaitu perbuatan
tersebut amoral dan berbahaya bagi individu dan masyarakat. Selain itu, kriminalisasi perbuatan yang
dinilai melanggar kesusilaan juga karena bertentangan dengan norma budaya dan agama sebagian besar
masyarakat Indonesia. Namun demikian, dalam kriminalisasi, Pembentuk UU (DPR dan Pemerintah)
juga harus memperhitungkan hal-hal terkait dengan masalah pembuktian dan penegakan hukumnya
agar tidak melanggar hak privasi seseorang. Selain itu Pembentuk UU juga harus mempertimbangkan
bagaimana ketentuan-ketentuan dalam RUU HP sebagai kodifikasi hukum dapat mengedepankan
prinsip unifikasi sehingga dapat diterima dan diterapkan di masyarakat.

Kata kunci: kesusilaan, moral, RUU tentang Hukum Pidana
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Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia

Prianter Jaya Hairi

Abstrak

Pengaturan hukum mengenai pemberatan hukuman karena pengulangan tindak pidana (residivisme)
yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) selama ini dipandang cukup rumit
untuk diterapkan. RUU Hukum Pidana membawa perubahan terhadap konsep residivisme. Artikel ini
bermaksud untuk mengkaji bagaimana konsep residivisme dalam doktrin, dalam pengaturannya saat ini,
dalam draft RUU Hukum Pidana, serta mengkaji implikasi perubahan konsep tersebut bagi penegakan
hukum pidana secara umum. Dalam pembahasan diketahui bahwa KUHP yang selama ini berlaku,
menerapkan sistem residivis khusus dengan sistem antara, akan diubah menjadi sistem “Algemene
Recidive” atau recidive umum, yang artinya sudah tidak lagi membedakan jenis tindak pidana atau
kelompok jenis tindak pidana yang diulangi. RUU Hukum Pidana diantaranya mengatur bahwa jangka
waktu seseorang dikenakan pemberatan akibat recidive ialah “5 (lima) tahun” setelah menjalani seluruh
atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan atau pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan, atau
pada waktu melakukan Tindak Pidana, kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan terdahulu
belum kedaluwarsa (masih menjalani pidana). Beberapa implikasi dari perubahan tersebut antara lain
bahwa konsep recidivis dalam draf RUU Hukum Pidana relatif lebih simpel dibandingkan dengan yang
diatur dalam KUHP yang berlaku saat ini. Oleh sebab itu konsep tersebut akan lebih memudahkan
penegak hukum dalam penerapannya. Penerapan konsep residivis perlu diikuti dengan perubahan
instrumen hukum acara pidana (RUU KUHAP) serta peraturan lain terkait prosedur teknis di masing-
masing lembaga penegak hukum. Perubahan sistem residivis juga perlu diikuti dengan upaya pembenahan
terhadap sistem pembinaan lembaga pemasyarakatan, agar tingkat residivisme tidak semakin tinggi.
Kata kunci: Residivis, residivisme, KUHP
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Kedudukan Sita Umum terhadap Sita Lainnya dalam Proses Kepailitan

Luthvi Febryka Nola

Abstrak

Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU Kepailitan mengatur bahwa segala sita yang telah ditetapkan atas
harta kekayaan debitor menjadi hapus semenjak putusan pailit diucapkan dan semenjak itu satu-satunya
yang berlaku adalah sita umum. Akan tetapi pada praktiknya berbagai sita tetap ditetapkan atas harta
pailit mulai dari sita perdata, pidana dan pajak. Tulisan ini membahas tentang bentuk-bentuk sita
dalam proses kepailitan, kedudukan sita umum terhadap sita lainnya dalam kepailitan dan dampak dari
kedudukan sita umum terhadap pembayaran utang kepada para kreditor. Adapun metode penelitian yang
digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan
melalui kegiatan studi perpustakaan maupun studi dokumen. Berbagai data tersebut kemudian dianalisis
secara deskriptif-kualitatif. Penulisan ini menemukan bahwa adanya aturan dalam UU lain seperti Pasal
39 ayat (2) KUHAP dan Pasal 6 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2000 telah mengesampingkan kedudukan
sita umum. Ahli masing-masing bidang ilmu juga memiliki pandangan yang berbeda terkait kedudukan
sita umum. Kondisi ini berdampak pada munculnya pergesekan antara penegak hukum, inkonsistensi
putusan hakim, lamanya proses kepailitan, terjadi ketidakadilan, ketidakjelasan data harta pailit,
berkurang bahkan hilangnya harta pailit. Oleh sebab itu, pemahaman penegak hukum tentang asas
hukum terutama asas lex specialis derogate legi generalis perlu ditingkatkan. Penggunaan lembaga sita
jaminan dalam proses kepailitan harus disosialisasikan untuk memaksimalkan penguasaan terhadap
harta pailit. Supaya proses kepailitan tidak berlarut-larut, UU kepailitan harusnya membatasi jangka
waktu penyelesaian aset kepada kurator.

Kata kunci: kedudukan hukum, kepailitan, sita umum, sita pidana, sita pajak

xii NEGARA HUKUM: Vol. 9, No. 2, November 2018



Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh difotokopi

The Right to Work in Article 27 of The UN Convention on The Rights of Person
with Disabilities: Towards an Inclusive Employment

Yeni Rosdianti

Abstrak

Work is essential for every human being, not only in economic meaning, but also in the sense of dignity.
[t guarantees to sustain life and also a tool of inclusion as a vital social relationship in a society. Dignity
outlines the principle of equality to form an inclusive society. Thereunto, a social inclusion is an objective
whereby disadvantaged groups are fully respected yet enjoying their maximum equal participation in the
society. Social inclusion is the ultimate goal of disability movements. In this respect, human rights play
its crucial roles to acknowledge the rights of persons with disabilities which centered on an equality and
non-discrimination principles. United Nation Convention on the Rights of Persons with Disabilities
(hereinafter CRPD), that has been ratified by Indonesian Government in 2011, draws the enormous
attention specifically on the protection of the persons with disabilities within a broad application of
general human rights norms. This treaty is considered as a modern human rights model of disability.
With respect to work and employment for persons with disability, article 27 elucidates a development
of the right to work of persons with disabilities to aim an inclusive employment. For this reasons, CRPD
acknowledges the positive measures to be applied as the vigorous means in removing structural barriers
to date.

Keywords: persons with disabilities, the right to work, human rights, CRPD
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Redesign of Constitutional Mechanism for the Dissolution of Political Parties:
Comparative Study of Indonesia and Germany

Oly Viana Agustine

Abstract

Dissolution of political parties is an authority that is monopolized by the Indonesian Constitutional Court and
the Federal Constitutional Court of Germany. In contrast to the dissolution of associations, political parties have
an important role in determining government policies that require specifically in the constitution. The Federal
Constitutional Court of Germany has until now received nine requests for the dissolution of a political party
with five decisions, namely two dissolutions granted and three dismissal of a political party has been rejected.
While the Indonesian Constitutional Court since its establishment has never examined the dissolution of political
parties. Thus it becomes an important and interesting thing to uncover the problem of dissolution of political
parties in Germany in order to find the right policy in Indonesia. Normative juridical research methods are used
in this study with case studies and comparison approaches. The conclusion obtained is that the dissolution of
political parties denied the right of association and assembly which is endorsed by the constitution. The German
Constitutional Court has disbanded political parties proportionally by examining and deciding on the dissolution
of political parties not only in text but also in the context which meet the criteria of clear and present danger”
to the sovereignty of the German Federal Government and the free democratic basic order. Therefore, it is
necessary to redesign the disruption of the dissolution of political parties in Indonesia with empirical sociological
and psychological studies in order to meet the "clear and present danger” criteria.

Keywords: comparison, constitutional court, German, political parties, dissolution
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Essence and Synchronization of Regulations on Presidential Approval in Criminal Processes
to the Members of the House of Representatives, Judges of the Supreme Court and
the Constitutional Court, and Members of the Audit Board of the Republic of Indonesia

Novianto M. Hantoro

Abstract

The laws governing the House of Representatives, the Supreme Court, the Constitutional Court, and the Supreme
Audit Board, each require the need for presidential approval in criminal proceedings against state officials in that
institution. The public spotlight is more often directed at politicians by looking at the petition for judicial review
submitted, even though the provision also applies to supreme judges, constitutional judges, and members of the
Supreme Audit Board. The problem to be studied in this paper is what is the essence of the president’s approval
in the criminal process of members of the House of Representatives, supreme judge, constitutional judge, and
members of the Supreme Audit Agency, as well as how to synchronize these arrangements. The essence of the
president’s approval was reviewed based on the opinion of the Constitutional Court stated in its decision, the
history of the regulation in the law, and the reference to the norm in the 1945 Constitution of the Republic of
Indonesia. Based on the results of the study, it is difficult to obtain certainty of the essence of the approval of the
president, except in the context of maintaining the continuity of the wheels of government which is not appropriate
if it is then carried out by giving authority to the president to give approval in criminal proceedings. The results of
the study also found six points of synchronization problems. Based on the results of the study, three options are
recommended, namely removing these provisions and looking for the options to establishing a forum previligiatum;
regulate in separate laws, or be included as part of criminal procedural law.

Keywords: synchronization, state officials, presidential approval, criminal proceedings
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Peran Lembaga Legislatif dalam Proses Penganggaran Negara di Indonesia

Mei Susanto

Abstract

Saat ini, hampir di seluruh sistem ketatanegaraan di berbagai negara, secara wmum disepakati bahwa lembaga
eksekutif memiliki peran fundamental dalam menyusun draf anggaran negara untuk kemudian dipresentasikan
kepada lembaga legislatif. Lembaga legislatif kemudian memiliki hak untuk membahas, memperdebatkan,
dan dalam beberapa kasus melakukan perubahan, untuk kemudian memberikan persetujuan atau penolakan
terhadap proposal anggaran dari lembaga eksekutif. Hak lembaga legislatif tersebut, dalam praktiknya akan
berbeda-beda. Secara umum terdapat tiga bentuk hak lembaga legislatif di antaranya: budget making, legislatif
memiliki kapasitas untuk menerima atau menolak proposal anggaran dari eksekutif serta memiliki kemampuan
memformulasikan anggaran secara sendiri; budget influencing, legislatif memiliki kapasitas menerima atau
menolak proposal anggaran dari eksekutif namun lemah dalam memformulasikan anggaran secara sendiri; dan
budget approving, legislatif tidak memiliki kapasitas menerima atau menolak proposal anggaran dari eksekutif
termasuk memformulasikan anggaran secara sendiri. Artikel ini membahas peran lembaga legislatif Indonesia
yaitu DPR dan DPD dalam proses penganggaran. DPR memiliki peran kuat yakni membahas, mengubah, dan
menerima atau menolak namun lemah dalam kapasitas menyusun anggarannya sendiri sehingga disebut budget
influencing, dibandingkan DPD yang hanya memberikan pertimbangan sehingga disebut budget approving.
Artikel ini menyarankan agar ada reposisi peran DPR dan DPD yang lebih kuat dan berimbang, sehingga
akan dapat menciptakan pengawasan ganda, revisi penganggaran yang diperlukan, penundaan anggaran yang
memiliki kepentingan konstitusi, debat publik, dan menghasilkan anggaran yang berpihak pada rakyat. Selain
itu, diperlukan penguatan kapasitas dan sumber daya pendukung bagi DPR dan DPD agar dapat setara dengan
eksekutif dalam pembahasan anggaran sehingga mampu menjadi lembaga legislatif pembentuk anggaran (budget
making).

Kata kunci: Penganggaran, DPD, DPR, Indonesia, peran lembaga legislatif
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Criminalization of Decency in the Criminal Code Bill From Moral Perspectives
Lidya Suryani Widayati

Abstract

In the Criminal Code Bill, there are articles of criminal acts of decency either from the Criminal Code (KUHP) or
from several other laws. In the Criminal Code Bill there is also criminalization of several acts that are considered
to violate decency. The criminalization of some of these acts was considered violating morality, including incest,
revision of adultery, revision of homosexual perpetrators, cohabitation, and sodomy. Both the revised and the
new articles on decency have caused pros and cons in society. This paper aims to examine the criminalization of
actions deemed to violate morality in the Criminal Code Bill from the perspective of moral theory. Based on the
moral theory, the policy of criminalization of several acts that are considered to violate morality is in accordance
with the criteria of criminalization, namely the act is immoral and harmful to individuals and society. In addition,
criminalization of acts deemed wviolating morality is also because it is contrary to cultural and religious norms of
most Indonesian people. Howewer, in criminalization, the legislator must also take into account matters related
to the problem of proof and law enforcement so as not to violate the rights of one’s privacy. Besides, the legislator
must also consider how the provisions in the Criminal Code Bill as a legal codification can prioritize the principle
of unification so that it can be accepted and applied in the community.

Key words: decency, morality, Criminal Code Bill
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Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia

Prianter Jaya Hairi

Abstract
The legal arrangement of additional penalty for repetition of crime (recidivism) as stipulated in Indonesian
Criminal Code has been considered quite complicated to be executed. The draft of the New Indonesian Penal
Code Bill brings changes to the concept of recidivism. This study intends to examine the concept of recidivism
in the doctrine, in its current arrangement, in the draft of the New Indonesian Penal Code Bill, and to examine
the implications of the concepts’ changing for criminal law enforcement in general. In the discussion it is known
that the existing Criminal Code, applied the concept of special recidivism with the intermediate system, that will
be transformed into a system of “Algemene Recidive” or a general recidive, which means that it would no longer
differentiates the type of crime or group of repeated offenses. The draft of the New Indonesian Penal Code Bill
stipulates that the period of time a person is charged due to a recidive is an additional “5 (five) years” after
undergoing all or part of the principal punishment imposed or after the principal criminal sentence has been
abolished, or when the crime was committed, the previous sentences has not been expired (still serving a criminal
sentence). Some of the implications of these changes are to include a relatively simpler concept of recidivism in
the draft Criminal Code compare to what is currently regulated in the Criminal Code. Therefore, this concept
will make it easier for law enforcers to implement recidivism. Implementation of the concept of recidivism should
be followed by changes in criminal procedural instruments (RUU KUHAP) and other regulations related to
technical procedures in each law enforcement agency. Changes in the recidivist system also need to be followed
by efforts to reform the penitentiary system, so that the level of recidivism would not increased.
Key words: Recidivism, recidivist, Indonesian Criminal Code
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The Position of General Seizure Towards Others in the Process of Bankrupcy

Luthvi Febryka Nola

Abstract

Anrticle 31 paragraph (1) and paragraph (2) of the Indonesian Bankruptcy Law stipulate that all seizures that
have been determined on the debtor’s assets are null and void since the bankruptcy verdict is pronounced and
since then the only validity is general seizure. However, in its practice various seizures are still stipulated on
bankrupt assets ranging from civil, criminal and tax seizures. This paper discusses the forms of seizure in the
bankruptcy process, the position of general seizure of other seizures in bankruptcy and the impact of the position
of general seizure on debt payments to creditors. The research method used is normative legal research using
secondary data collected through library studies and document studies. The various data were then analyzed
descriptively and qualitatively. This writing found that there are rules in other laws such as Article 39 paragraph
(2) KUHAP and Article 6 paragraph (1) Law No. 19 of 2000 that have ruled out the position of general
seizure. The experts in each field of science also have different views regarding the position of general seizure. This
condition has resulted in the emergence of friction between law enforcement, inconsistency of judges’ decisions,
length of bankruptcy proceedings, injustice, unclear data on bankruptcy assets and reduced bankruptcy assets.
Therefore, the understanding of law enforcement regarding legal principles, especially the principle of lex specialis
derogate legi generalis, needs to be improved. The use of prejudgment seizure in the bankruptcy process must be
socialized to maximize control over bankrupt assets. To avoid prolonged process of bankruptcy, the bankruptcy
law should limit the time period for the settlement of assets to the curator.
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Hak Atas Pekerjaan pada Pasal 27 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas: Menuju Dunia Kerja yang Inklusif

Yeni Rosdianti

Abstrak

“Bekerja” memegang peranan penting dalam kehidupan umat manusia, tidak hanya dalam arti ekonomi namun
juga bermakna pemuliaan martabat manusia. Bekerja, selain dapat menjamin penghidupan, juga merupakan
alat pencapaian inklusi dan partisipasi setara dalam relasi sosial. Martabat manusia menjadi landasan prinsip
kesetaraan untuk membentuk masyarakat inklusif dimana kelompok rentan secara penuh dihormati hak-
haknya hingga dapat berpartisipasi secara maksimal di tengah-tengah masyarakat. Hak Asasi Manusia (HAM)
memegang peranan penting dalam hal ini, khususnya terkait dengan pemajuan hak-hak penyandang disabilitas
dalam kerangka prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa tentang
Hak-hak Penyandang Disabilitas (Atau selanjutnya disebut CRPD) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah
Indonesia pada tahun 2011, meletakkan dasar yang kokoh bagi perlindungan hak-hak penyandang disabilitas
dalam penerapan kaidah-kaidah dasar HAM. Konvensi ini dianggap sebagai model disabilitas terkini yang
mengacu pada pendekatan HAM. Terkait dengan hak atas pekerjaan khususnya untuk penyandang disabilitas,
pasal 27 CRPD meletakkannya dalam rangka mencapai dunia kerja yang inklusif dan setara. Untuk itu, CRPD
mendorong langkah-langkah positif (positive measures) sebagai sarana menyingkirkan hambatan struktural yang
dihadapi oleh penyandang disabilitas selama ini.

Kata kunci: Penyandang disabilitas, hak atas pekerjaan, hak asasi manusia, CRPD
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